
BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Usaha dan Mikro Kepada Camat di Kabupaten Banyumas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan

Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan

Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI

KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.

5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil danMenengah.



7. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang

melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

8. Izin Usaha Mikrodan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin

usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

9. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat

beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal2

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat.

(2) Pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

a. pendataan PUMK dan penetapan lokasi;

b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan IUMK yang diajukan sesuai

dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk IUMK sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan;

d. penandatanganan IUMK;

e. pencabutan IUMK.

Pasal 3

Camat dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasalS

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan
Pada

SEKEEt

a U tarna Madya
P 19640116 199003 1 009

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 6 J[JN 2QT5

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN


